
SAIINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
Nomor : 1AA.3.3.2 IKEP. 0 0W IBPKAD /2A25

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR:

1 OO. 3. 3.2 / KEP.O 46 3 I BPKAD I 2O2 4 TENTANG PENUNJ U KAN PE"IABAT
PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MOROWAU
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MOROWALI,

Menimbang a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengeluaran

keuangan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Morowali Ta{run Anggaran 2025 perlu

menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Morowali

Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu rnenetapkan Keputusan Bupa.ti tentang

Perubahan Atas Keputusan Bupati Morowali Nomor:

100.3.3.2/KEP.0463 /BPKAD 12024 tentang Penunjukan

Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran

pada Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Tahun

Anggaran 2025;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan

Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3900), Sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten

Morowali dan lhbupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,



Menetapkan

KESATU

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undalg Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (l,embaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6122);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR:
100.3.3.2/KEP.0463/BPKAD 12024 TENTANG PENUNJUKAN
PE.'ABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2025.

Mengubah atas Keputusan Bupati Morowali Nomor:

100.3.3.2/KEP.0463/BPKAD/2024 tentang Penunjukan

Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran

pada Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran

2025 pada lampirannya, Sehingga lampiran berbunyi

sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini;



KEDUA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada targgal \ rdxuaf SnVv

R. BUPATI MOROWALT,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya.
BAGIAN HUKUM

KABUPATEN MOROWALI,

BAID S.H. .H
bina Tkt I, IVlb

NIP. 19820602 200604 1 005

\l

t{



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BU PATI MOROWALI
NOMOR
too.3.3.2 /KEP.q+l BPKAD l2o2s
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BIJPATI MOROWALI NOMORI
1o0.3.3.2/K8P.0463/BPKAD/2024 TENIANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PDNGCUNA ANGGARAN PADA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANC,GARAN 2025

NO OPD PE.IABAT PENGCUNA ANGGARAN KUASA PENGCUNA ANGGARAN Kgf

I DINAS PENDIDIKAN DAERAH KEPAL,A DINAS PEND1DIKAN DAERAH

2 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENCENDALTAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

. UPT PUSKESMAS ULUNAMBO KEPALA, UPT PUSKESMAS ULUNAMBO

. UPT PUSKESMAS KALDROANC KEPAII, UPT PUSKESMAS KALEROANG

- UPT PUSKES MAS I,AFEU KEPALA UPT PUSKESMAS LAPEU

UPT PUSKES MAS BAHODOPI KEPALA UPT PUSKESMAS BAHODOPI

UPT PUSKESMAS BAHOMOTEFE KEPALA UPT PUSKDSMAS BAHOMOTEFE

. UFT PUS KESMAS BUNGKU KEPALA UPT PUSKESMAS BUNGKU

. UPT PUSKESMAS WOSU KEPALA UPT PUSKESMAS WOSU

. UPI PUSKESMAS BAHONSUAI KEPALA UPT PUSKDSMAS BAHONSUAI

- UPI PUSKESIVIAS LAANTULA JAYA KEPALA UPT PUSKESMAS LAANTULA JAYA

. UPI PUSKDSMAS TANJUNG HARAPAN KEPALA UPT PUSI{ESMAS TANJUNG
HARAPAN

- UPT PUSKESMAS PONUASINGKO KDPALA UPT PUSKESMAS FONTJASINGKO

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALABANGKAPAKTI DIREKTUR RUMAH SAKT UMUM DAERAH
SALABANGKAPAKU

4 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOROWALI DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MOROWALI

E DINAS PEI(EITJAAN U UII DAIS PETIATAAI| RUAI\IG
DAERIII

KEPALA DINAS PEKER.JAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG DAERAH

FURW.IIaTO, ST

MP. r9"2080r xx)70t L ot7
BtDAlfG SUIBER DAYA
AJR



SRI WAHYUIII, ST, !Ii[
MP. 1e780716 20()9()3 2 0(N

BIDANG BINA MARGA

FITRAUDII{ BAI'A, 9T
MP. 19?AOAO5 200801 I OO7

BIDlNG TATA RUAIIG

uurfAwlR, sT, u
MP. 1076(}{.()4 2(x)2r2 t @7

BIDATG \,AAA
KOIiISTRUKSI

IXRAITUDIIT ZEN, ST

MP. 1i6ao61120(x)r2 I OO3

BIDANG PERE!{CANAAN
D'N SAiANA PRASARANA
UTTLITAB KOTA

SUIIARDIN SIIISUDTT{, AT, MM
mP. 19770712 N2t2 t OO9

BIDANG CIPTA K.ARYA

6 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PEETANAHAN

KEPALA DINAS PERUMAHANI KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PEPIANAHAN

v BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DADRAH KEPALA BADAN (ESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH

8 SATU AN POI,ISI PAMONG PRA"]A KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRA"IA

q DINAS SOSIAL DAERAH KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH

lo BADAN PENANGGULANGAN BDNCANA DAERAH KEPAI"\ BADAN PDNANGGULANGAN BDNCANA DAERAH

11 DINAS TENAGA KDRJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIdRASI
DAERAH

t2 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

l3 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PBNCATATAN SIPIL
DAERAH

KEPALA DINAS KEPENDUDUI<AN DAN PENCATATAN SIPIL
DAERAH

14 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DDSA,
PEMBERDAYAAN FEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN II4ASYARAKAT; DESA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

15 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

16 DINAS KOMUNIKAS1 DAN INFORMATIKA KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

t7 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAK

18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADI.]
SATT] PINTU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

t9 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA DAERAH KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
DAERAH

20 DINAS PERPUSTARAAN DAN ARSIP DABRAH KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

21 DINAS PERIKANAN DADRAH KEPALA DINAS PERIKANAN DADRAH

DINAS PERI'ANIAN DAN KMAHANAN PANGAN KEPALA DINAS PBRIANIAN DAN KE"IAHANAN PANGAN



23 DINAS PERDAGANCAN DAN PERINDI'STRIAN KDPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

24 SEKRETARIAT DAERAH SEKRE"TARIS DAERAH

BAGIAN TATA PEMERlNTAHAN KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

- I3AGIAN M KEPALA BAGIAN HUKUM

- BAGIAN ADMINISTRASI PEM GUNAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

BAGIAN PEREKONOMTAN DAN R DAYA ALAM KEPAI,A BAGIAN PDREKONOMIAN DAN SUMBDR
DAYA ALAM

- BAGIAN KESFJAHTERAAN RAKYAT KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

BAGIAN UMUM KEPALA BAGIAN UMUM

BAGIAN ORGANISASI KEPALA BAGIAN ORGAN]SAS1

- BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

, I3ACIAN PROTOKOL DAN KOMUNIXAS1 PlMPINAN KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI
PIMPI]'IAN

25 SEKRTTARIAT DPRD SEKRETARIS DEWAN

26 INSPEKTO RAT DAERAH KDPALA INEPDIOORAT DAERAH

27 neo.rtt pnRoucaNaeN. PENELITIAN DAN

PENGEMBANCAN DAERAH
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

2A BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASEI DAERAH KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANCAN DAN ASST
DAERAH

ALWI, S.Sod

NIP. 19820917 200701 1 003
KHUSUS DANA DESA

BADAN PENGDLOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

30 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUS1A

KEPAL,A BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

31 KECAMATAN MDNUI KEPULAU Ai.{ CAMAT MENUI KEPULAUAN

KELURAHAN I,]LUNAMBO LURAH ULLINAMBO

32 I(ECAMATAN BUNGKU SELATAN CAMAT BUNGKU SELATAN

33 KECAMATAN BUNGKU TENGAH CAMAT BUNGKU TENGAH

, I(ELLIRAHAN MARSAOLEH LURATi MARSAoLEH



I(ELU R,A.HAN I,AMBEREA LURAI.i LALIBEREA

- ](ELUR,{HAN fOFOISO LURATI TOFOISO

, KELURAHAN MATANO LURAH MATANO

- I(ELURAHAN BUNCI LURA BUNGl

KEI-IJRAHAN MENDUI LURAH MENDUI

34 ](ECAMATAN BUNCITU BARAT CAMAT BUNGKU BARAT

35 I(ECAMATAN BAHODOPI CAMAT RAi{ODOPI

36 KECAMATAN BUMI RAYA CAMAT BUMI RAYA

37 KECAMATAN WITA PONDA CAMAT WItA PONDA

38 KECAMATAN BUNGKU TIMUR CAMAT BUNGKU T]MUR

39 I(ECAMATAN BUNGKU PESISIR CAMAT BUNGKU PESISIR

40 KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN CAMAT SOMBORI KEPULAUAN

q. BIJPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

suai dengan aslinya.
IAN HUKUM

KABUPATEN MOROWALI,
&

o

*
BAID s. .H

ina Tkt I, lV/bo R
. t9a20602 200604 1 005
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